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PERATURAN  MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 06/PRT/M/2013 

TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK 

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Umum Tata Naskah Dinas Elektronik dalam Pasal 3 
mengatur seluruh instansi pemerintah menyusun 
Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf  a perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan 
Kementerian Pekerjaan Umum; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4843); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
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tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 dan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5149); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 
Tahun 2011; 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/15/M.PAN/2008 tentang Pedoman 
Umum Reformasi Birokrasi; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik 
di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah; 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Pekerjaan Umum; 

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011; 

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
10/PRT/M/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas 
Kementerian Pekerjaan Umum; 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS 
ELEKTRONIK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
1. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media 

elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau 
diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan 
Kementerian Pekerjaan Umum; 

2. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE 
adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; 

3. Sistem TNDE adalah kesisteman pengelolaan naskah secara elektronik 
yang meliputi aplikasi perangkat lunak dan databasenya yang 
terhubung dengan jaringan dan dapat diakses oleh semua pengguna; 

4. Arsitektur Sistem TNDE adalah desain sistem secara keseluruhan 
yang menggambarkan proses dan hubungan antar entitas di dalam 
sistem TNDE; 

5. Aplikasi TNDE adalah perangkat lunak beserta databasenya yang 
digunakan untuk pengelolaan naskah secara elektronik; 

6. Unit organisasi adalah satuan administrasi setingkat Eselon I; 

7. Unit kerja adalah satuan administrasi setingkat Eselon II; 
8. Templat/borang acu adalah format surat baku yang disusun secara 

elektronik; 
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang pekerjaan umum. 

Pasal 2 
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan 

TNDE pada setiap unit organisasi/unit kerja di lingkungan 
Kementerian Pekerjaan Umum; 

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menciptakan kelancaran 
komunikasi kedinasan secara elektronik antar unit organisasi/unit 
kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam mendukung 
penyelenggaraan reformasi birokrasi dan administrasi pemerintahan; 
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